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PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN MEKANISME ARTIKULASI DAN AGREGASI DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Makna Partisipasi

Makna patisipasi secara umum adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangs dan bernegara dalm rangka mencapai suatu tujuan.

Berikut definisi partisipasi dari para ahli :

a. Miriam, 1982:2)

Partisipasi dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang, secara baik-baik atu dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif. 

b. Syafi’I, 2001: 142)

Partisipasi adalah suatu penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

2) Relevansi Partisipasi

Keberadaan rakyat dalam sebuah Negara  demokrasi sama-sama pentingnya dengan keberadaan pemerintahan itu sendiri. Suatu pemerintahan yang demokratis akan memiliki makna dan legitimasi yang kuat jika ditentukan dan mendapat dukungan dari rakyat, dan sebaliknya. Keberadaan rakyat jika tidak dikelola secara demokratis akan melahirkan suatu masyarakat yang tertekan dan apatis terhadap pemerintahan. Kedua kondisi tersebut sama-sama tidak kondusif bagi pertumbuhan demokrasi yang baik. Untuk memperkuat dan mengawal proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka perlu diimbangidengan pembuatan seperangkat peraturan (regulasi). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terhadap relevansi partisipasi dari pulik. Maksudnya adalah agar dapat mengetahui terjadinya perubahandari peraturan yang telah dibuat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat adalah stakeholders utama kebijakan publik, disamping pemerintah daerah dan DPRD. Partisipasi masyarakat juga dianggap penting dalam pembuatan kebijakan, karena warga masyarakatlah yang mengetahui dan merasakan kebutuhan dan kenyataannya. Hal ini merupakan dasar sosiologis yang penting dalam penyusunan kebijakan publik, disamping dasar yuridis dan filosofis. Asumsi yang dibangun adalah bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk menanggulangi masalah publik, maka sepatutnya kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Konsekuensi lebih lanjut, masalah dan alternatif solusi atas persoalan yang ingin diselesaikan juga diharapkan berasal dari publik, bukan berdasarkan anggapan dan asumsi masyarakat, kebijakan yang dibuat akan dapat diterima secara wajar dan memiliki daya berlaku efektif. 

3) Model-model Partisipasi dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
Adapun model-model dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang diantaranya, sebagai berikut :

a. Model dengar pendapat

Yaitu model dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan mendengar pendapat dari setiap orang yang mengeluarkan aspirasi. Musyawarah tidak hanya melibatkan segelintir orang tetapi melibatkan semua yang berkepentingan, berkumpul secara fisik atau bersama-sama untuk membahas atau membicarakan sesuatu/beberapa hal yang bersama

b. Pemberian suara (voting)

Yaitu masyarakat dapat memberikan suara atas pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun pilihan-pilihan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya ditentukan oleh suara terbanyak.

c. Memberikan dukungan

Publik dapat memberikan dukungan moral atau moril dalam suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

d. Membuat petisi

Yaitu masyarakat atau publik membuat surat permohonan kepada pemerintah. Permohonan disini bisa diartikan sebagai permohonan ketidaksetujuan masyarakat atas pembuatan peraturan perundang-undangan.

e. Diskusi politik

Yaitu peran serta publik atau masyarakat atas proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Apa dan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dapat dibuat tanpa harus merugikan publik dan seharusnya berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

f. Lobi

Yaitu masyarakat dan pemerintah melakukan tukar pendapat dan mendengarkan pendapat dari satu sama lain ataupun memberi masukan kepada pembuat peraturan perundang-undangan atau bisa dikatakan juga sebagai model tawar menawar. 

g. Kontak formal dan informal serta aktivitas kerjasama

Yaitu model pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan adanya kontak formal atau informal oleh pemerintah dan masyarakat ataupun dengan adanya aktivitas bersama yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

4) Mekanisme Artikulasi
Artikulasi adalah penyaluran aspirasi (voice) warga kepada pemerintah atau pembuat kebijakan. Artikulasi selalu berbicara tentang bagaimana proses atau mekanisme yang bisa dijalankan baik oleh warga maupun oleh partai politik, parlemen dan pemerintah.

5) Mekanisme Agregasi
Agregasi adalah fungsi mengubah atau mengknversikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternative-alternatif kebijaksanaan umum. Pengertian lain agregasi yaitu fungsi menampung kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan. 

Artikulasi dan agregasi merupakan proses politik yang mendasar dalam demokrasi. Agregasi kepentingan adalah proses yang dilakukan oleh parlemen mengidentifikasi, mengumpulkan, seleksi dan merumuskan kepentingan yang telah diartikulasikan (disalurkan) untuk menjadi bahan perumusan kebijakan. Mengingat begitu banyaknya aspirasi yang diartikulasikan, maka proses agregasi juga akan melakukan sortir dan penentuan prioritas kepentingan yang bakal dijadikan sebagai basis formulasi kebijakan. Seperti halnya proses perencanaan, proses agregasi dilakukan untuk membuat pilihan yang tepat dan sesuai dengan aspirasi warga di tengah-tengah kelangkaan sumber daya ekonomi politik. Agregasi aspirasi sebenarnya merupakan tahapan yang kompleks dan kritis, Mengingat agregasi bukan hanya menampung atau menyalurkan aspirasi, tetapi ia harus membuat pilihan maupun mengelola konflik. Jika aspirasi sangat kompleks dan saling bertentangan. Jika muncul aspirasi yang saling bertentangan atau ketika terjadi konflik internal dalam parlemen, maka diperlukan berbagai metode dalam artikulasi dan agregasi.
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